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Abstrak
 

Liberalisasi di bidang pengadaan pemerintah masuk menjadi pembahasan negara maju dan berkembang

dalam beberapa Persetujuan Perdagangan Internasional seperti Agreement on Government Procurement,

Trans Pasific Partnership Agreement, dan European Union Comprehensive Economic Partnership

Agreement. Indonesia belum ikut serta dalam ketiga persetujuan diatas. Indonesia memiliki beberapa

kepentingan nasional untuk ikut serta di dalam persetujuan diatas, namun keikutsertaan tersebut juga

memiliki dampak negatif. Tesis ini membahas mengenai tiga hal yaitu kebijakan Indonesia mengenai

Pengadaan Pemerintah, kepentingan nasional dalam ikut serta di Persetujuan Pengadaan Pemerintah, dan

implikasi hukum apabila Indonesia nantinya ikut serta. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu

metode berusaha menyelaraskan ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional yang berlaku dalam

bidang pengadaan pemerintah untuk menjawab permasalahan pada tesis. Indonesia belum membuka akses

pasar bebas terhadap bidang pengadaan pemerintah untuk produk barang/jasa dari negara lain. Apabila

Indonesia membuka akses pasar bebas dalam pengadaan pemerintah, terdapat beberapa hal baik dan buruk

yang akan berdampak pada kepentingan nasional. Selain itu juga terdapat beberapa implikasi hukum yang

akan terjadi. Indonesia bukan tidak mungkin untuk ikut serta dalam Persetujuan Pengadaan Pemerintah,

namun untuk itu pemerintah wajib mempertimbangkan apakah keikut sertaan ini lebih banyak memberikan

sesuatu yang baik untuk kepentingan nasional atau bahkan lebih banyak memberikan hal yang buruk.

Pemerintah juga memerlukan kesiapan yang matang untuk menghadapi liberalisasi pengadaan pemerintah

sehingga keikut sertaan ini tidak akan membawa kerugian semata bagi kepentingan nasional.

<hr>

In these recent years, the topic of Government Procurement liberalization is being discussed by developed

and developing countries on International Trade Agreement such as Agreement on Government

Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, and European Union Comprehensive Economic

Partnership Agreement. Indonesia has not participated yet in the above three agreements. There are several

national interests of Indonesia if Indonesia participate in the above agreements, but such participation also

has a negative impact. This thesis discusses about three questions i.e. the Indonesian policy on Government

Procurement, Indonesian national interest of participating the Government Procurement Agreements, and

the legal implications in case Indonesia participate on Government Procurement Agreements. The author

uses the normative juridical method in trying to harmonize the provisions of international law with the

applicable national law in the field of government procurement to answer the questions appear on the thesis.

Indonesia has not open yet a free market access to the goods services of the government procurement from

other countries. If Indonesia opens a free market access in government procurement, there are some good

and bad things that will affect the national interest. There are also some legal implications that will occur.

For Indonesia, it is not impossible to participate in the Government Procurement Agreements, however to

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20456006&lokasi=lokal


participate in the Government Procurement Agreements, Indonesian government must consider whether this

participation is giving more good or even giving more bad things to the national interest. The government

also needs a mature readiness to deal with the liberalization of government procurement so that this

participation will not only bring harm to the national interest of Indonesia.


